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Mengingat

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna lebih meningkatkan kinerja pelayanamatikhusus parkir di
Kota Pasuruan diperlukan adanya perbaikan dan peain
penyelenggaraan tempat khusus parkir terhadap $ordherah dan
kemampuan masyarakat;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang WR&pundonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reiribaerah maka
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 28@ang Retribusi
Tempat Khusus parkir sudah tidak sesuai dan parhad;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&dlichpada huruf a dan
b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rstftslayanan Tempat
Khusus Parkir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tal@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecilaiva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tab@®l tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneskauifa 981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8209);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 THati®99 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas datipKiprKolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Td9g® Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8fait)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tal2@®94 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lemagara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembarajandeRepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tal2@®4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 oNaoh25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimamadiebah yang
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kedua kali dengan Undangndang Republik Indonesia Nomor 12 Taf
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2R0&or 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@v4 )4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tabd®4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Md@; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabh0@9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubtibnesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtigniesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Ta2Q@O tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&dualdbnesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuididniesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nongoifdhun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkatPdlsuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nof3p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NogYotahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tehtakum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia TahusB8 I9omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2tf$)3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#%iahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran NegapuliRke Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara N85&9);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#doimahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Reputditnésia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repuldi&niesia Nomor
3530);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Non%oiahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraarinBehan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuw@b 20omor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoBdoirahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun6é 286mor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Not6&5);

Peraturan Presiden Republik Indonesia NomofFahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&er&erundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaR0d6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telathdieipgan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tal88 Ientang Fasilitas
Parkir Untuk Umum;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Ta0Q0B tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KBgsuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T200i tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeosdn Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 T2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Katsuf@an Tahun
2008, Nomor 09).



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

N

o

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasurua

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi ddormatika Kota
Pasuruan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentbidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rdalaipenghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besastgiusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada WajiliritRei serta
pengawasan penyetorannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modglmarupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakulsaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komandgerseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usalik wmkaerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, fikoagsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasajgnisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnijembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolekiri dentuk usaha tetap.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berapa dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatamyai yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olehriR&ztheDaerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada rdgsadapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangupelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu linsagim, yang berada
di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dalbgermukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air kealah jrel dan jalan kabel.
Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor berodadeéngan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau dengan kereta sampangkandaraan
beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang #igaraoleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan bermotor itu.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti ati@ak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
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Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutdiggbut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkirdya@diakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Bagamg menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meétak pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribus

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertgang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jakn perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selaygutdisingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaaringa jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanguthigingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atanksaadministratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayangyselanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mikam jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kneditbusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusdgé terutang.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghidan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secdnjektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksasik umenguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeraflettdousi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kedentperaturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retdbesah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusalal serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertangoenpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak piddinbidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Petugas pemungut adalah Petugas yang ditetapledn pejabat yang
berwenang untuk menjadi pejabat pemungut retribusi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaagjigaeya disingkat
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja D&ai@hPasuruan.
Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotartasu

BAB |1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Khusus rPdiungut retribusi
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempatskpaskir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khysagir yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelag@a tempat parkir yang

1)

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pem&ih, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.

Pasal 4
Subjek  retribusi adalah orang pribadi atau badan ngya

menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat kipsks yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayatwdjb membayar
retribusi pada saat memanfaatkan jasa pelayanapatekimusus parkir dan
diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berugraik parkir.

(3) Bentuk dan ukuran karcis parkir sebagaimana dinthisda ayat (2) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB |11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan tempat khusus parkir termasidngan retribusi jasa usaha.
BAB |V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenrsddt@an dan frekuensi
pemanfaatan jasa pelayanan tempat khusus parkir.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUS
Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyar&ribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada @ya adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jaghautersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasaj&ais lokasi parkir, jenis

kendaraan dan frekuensi parkir.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimain@aksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :



